Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal&5HByUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, paj@tagkan dengan Peraturan
Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggarat Bemor 3 Tahun 2001

tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraaradi Air, Peraturan Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 26@fahg Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, RematDaerah Propinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang PajalaBd@akar Kendaraan
Bermotor, dan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Teadgarat Nomor 6 Tahun
2001 tentang Pajak Pengambilan dan PemanfaataiBawah Tanah dan Air
Permukaan, perlu dilakukan penyesuaian berdasatkdang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Baera

c. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berkias prinsip demokrasi,

pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, akantabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman&stdichdalam huruf a, huruf b dan

2.

huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah tentajak®aerah;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 19%htahg Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Teraygémur, (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaraarfégpmor 1649);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum sA&alana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, BEdrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetenWaam dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik IndonesianTa883 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah hdiobberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentamgptdpan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tah@8 2éntang Perubahan
keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 198teitatentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lemb&tegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembargardlé&lomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penadagak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuid Na@nor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah ldioblerapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentangb&®an Kedua Atas
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penadagak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu R@dnor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadiiak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,bedran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumbeia D¥y (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istoid@hun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNon889);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&ant®aerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,bdran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telabath beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentango&ean Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinaima{guangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Leniagana Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulldnesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laluakirdan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Mo®® Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelay&hdlik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,bEdran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakraDadan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0@ Rlomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentategyJara Penyitaan Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembdegara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgrRan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerabgflagniNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaragafd Republik

Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentate Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah daibie Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,bBdran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentanig Fajak Daerah yang
dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah ditayad sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu® 28dmor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2088tanhg Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 19&7tang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerabh;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan :

dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

a M wDd

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nesggara Barat
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nersggara Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusareriptahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daemanurut asas

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otoselaas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indarshagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indofdedian 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkatalasebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerabh.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenbiddng perpajakan daerah
dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraterangang-undangan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, hdaatribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badag bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapaitkémalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah Isafjesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapaterah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan D&miinsi Nusa Tenggara
Barat.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beradatdegandengannya
yang digunakan di semua jenis jalan darat, darakggan oleh peralatan teknik

berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsik mengubah suatu

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga geraklakaan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alabatar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat separmanen serta

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraanaver yang digunakan
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipbagaran.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkéB, adalah Pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
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Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutdigingkat BBNKB
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraamdber sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak ataddem yang terjadi karena
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau parkan ke dalam badan usaha.
Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, mpehiimpang, mobil bus,
mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sela@utiisingkat PBBKB
adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendeamator.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jah@snbbakar cair, gas dan
padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalatugeaddan/atau importir
bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk diganasendiri.

Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalehyedia bahan bakar
kendaraan bermotor yaitu produsen bahan bakaryiainn

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat Padlah pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat paelanukaan tanah, tidak
termasuk air laut, baik yang berada di laut maupiwdarat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan eHetah, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pgfly mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuastupsn perundang-
undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Haleatau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling laftigsd bulan kalender.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibagda suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam BagihunTBajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaleaard

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutisyegklat SPTPD, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melegpodata objek dan subjek
sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutakgdham bentuk kertas
dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan bésragkap dan jelas sesuai
dengan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnyagisinSKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlatkgudjak yang terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yangnjsethya disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukanrigsgumlah Pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekuemgembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang nfesilis dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambafsary selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang mekean tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangjsiéya disingkat SKPDLB
adlah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelabpembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajakgy terutang atau pajak
seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanauttigingkat SKPDN adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajakj yangang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak teryit@an tidak ada kredit pajak.

Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bernyatog selanjutnya
disingkat SPPKB adalah Surat yang berfungsi seljagranohonan pendaftaran
kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan penao SWDKLLJ.
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Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya #&in§SPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah diekdlengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas KDaerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya diain@dPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi ddtrasi berupa bunga.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnyandisat NJKB, adalah nilai
jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasafaga Pasaran Umum atas
suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantuemdtdbel Nilai Jual
Kendaraan Bermotor yang berlaku.

Bobot, adalah koefisien yang mencerminkan secdadifréingkat kerusakan
jalan dan pencemaran lingkungan akibat pengguneadakaan bermotor.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulgethimpunan data obyek
dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yantpngrisampai kegiatan
penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengavesgretorannya.

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan daeritéah yang dikenakan pajak.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daexdalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk menc®ita mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakapa di bidang pajak
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yengpakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukahaugang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perskioaga, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentpkiraprma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpukaygsgn, organisasi masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yangrssjlembaga bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontnaésiasi, kolektif dan bentuk
usaha tetap termasuk Pemerintah serta TNI/Polri.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputasagn mmembetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dal@anempan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakaniDgaang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajataiaurat Tagihan Pajak

Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau SuratuégpuKeberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputuaarkaberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh WajibkPaj

Putusan Banding adalah putusan badan peradilak ptga banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wrgjbk.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utgalgdam biaya penagihan pajak.

BAB Il
JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis :

a.

b
C.
d

PKB;
BBNKB;
PBBKB; dan
PAP.



BAB Il
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikaratin penguasaan Kendaraan
Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Pasal 4
(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaadataan Bermotor.

(2) Kendaraan Bermotor luar Daerah yang digunakan boih3 (tiga) bulan secara terus
menerus di Daerah wajib melaporkan kepada Guberelaiui Kepala Dinas.

(3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adtaladlaraan bermotor yang
beroda beserta gandengannya yang dioperasikammliasgenis jalan darat dan
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air denganan isi kotor GT 5 (lima
Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Grossaga)n

(4) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotoragalmana dimaksud pada
ayat (3) adalah :

a. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan urkegerluan
pertahanan dan keamanan negara;

b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuakadutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik ldenbaga-lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas pembebpgaiak dari Pemerintah;

c. Pabrikan atau importir yang semata-mata dipamet&anidak untuk dijual; dan

d. Kereta Api.

(5) Kendaraan Bermotor Luar Daerah sebagaimanakdidapada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yangilikenan/atau menguasai
Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang filerdiendaraan Bermotor.

(3) Wajib PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lgytargjawab atas
pembayaran pajak adalah :
a. untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutaasanya dan/atau ahli
warisnya; dan
b. untuk badan ialah pengurusnya atau kuasa liadsabut.

(4) Dalam hal wajib pajak perorangan atau badan meaepemyerahan kendaraan
bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau selyeubelum dilunasi, maka
pihak yang menerima penyerahan atau yang mengbaeganggung jawab atas
pelunasan pajak tersebut.
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Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian daiu&) Unsur pokok :

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat &&kan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraandsor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakanatdijblan umum, termasuk
alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar paagePajak Kendaraan Bermotor
adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruhyatiikan dalam koefisien
yang dinilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (salengan pengertian sebagai
berikut:

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan gan/atau pencemaran
lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor betsmasih dalam
batas toleransi; dan

b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggnnKendaraan Bermotor
tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasamdarga Pasaran Umum
atas suatu kendaraan bermotor.

Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pad®agata(ah harga rata-rata
yang diperoleh dari berbagai sumber data yang aikura

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksulh ayat (2) ditetapkan
berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pebtalara Desember tahun
pajak sebelumnya.

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan lwertitatk diketahui, Nilai
Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasaskbagian atau seluruh
faktor-faktor :

harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan&stuan tenaga yang sama;
penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atawdpriba

harga kendaraan bermotor dengan merek kendaeaanotor yang sama,;
harga kendaraan bermotor dengan tahun pembustdarkan bermotor yang sama;
harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaeaaotor;

harga kendaraan bermotor dengan kendaraan beryaoig sejenis;

harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen dpiggthiman Import
Barang (PIB).

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufitudg berdasarkan faktor-

faktor :

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumfabugas, roda, dan berat
kendaraan bermotor;

b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedalsurut solar, bensin,
gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan Hakarya; dan

C. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-asimkendaraan bermotor
yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak ataky dan isi silinder.

Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana duinaéda ayat (1) sampai
dengan ayat (8), dinyatakan dalam suatu tabel yhtegapkan oleh Menteri
Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dartévidfeuangan.

@ 0000

(10) Perhitungan dasar Pengenaan PKB sebagaimana dunp&da ayat (9) ditinjau

kembali setiap tahun.



Pasal 7
Tarif PKB ditetapkan sebesar :

a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikandéeman Bermotor pribadi;

b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bemaoigkutan umum;

c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan amiylpemadam kebakaran,
lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRPdamerintah Daerah;

d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bemad&t-alat berat dan alat-
alat besar.

Pasal 8

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengangaléw@n tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaarséidgaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

Bagian Ketiga
Masa Pajak, Surat Pemberitahuan, Ketetapan darPSgdt Terutang.

Pasal 9

(1) Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-ygangy merupakan tahun pajak
terhitung pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

(2) Untuk PKB yang karena keadaan kaHarde majeur) masa pajaknya tidak sampai
12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitus p#gak yang sudah dibayar untuk
porsi masa pajak yang belum dilalui.

(3) Dalam hal kewajiban pajak berakhir sebelum menchpddua belas) bulan, maka
besarnya pajak yang terutang dihitung berdasatkatah bulan berjalan.

(4) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitizs kelebihan pembayaran
pajak karena berkurangnya masa pajak dalam jangkauws (tiga) bulan sejak
tanggal fiskal antar daerah.

(5) Permohonan disampaikan kepada Gubernur melaluil&&paas.

(6) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi kendaraammdtor antar SAMSAT
dalam wilayah Nusa Tenggara Barat maka jatuh tepageak akan berubah mulai
sejak tanggal fiskal antar daerah.

(7) Dalam bulan yang sedang berjalan sebagaimana dich@legla ayat (3) yang lebih
dari 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satabydenuh.
Pasal 10

(1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelunakbénya masa PKB,
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menenbit8urat Pemberitahuan
Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor.

(2) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik KendaraanmBtar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat danéddtronik.
Pasal 11
(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPPKB atau bentuk lamgydipersamakan.

(2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusldngan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atang yang diberi kuasa
olehnya atau ahli waris.
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(3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmgea&an dalam jangka
waktu sebagai berikut :

a. untuk kendaraan baru paling lama 30 (tiga puluh)degak tanggal penyerahan;

b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tangg&hiotaya masa pajak; dan

c. untuk kendaraan bermotor mutasi paling lama 30a (fgluh) hari sejak
tanggal Surat Keterangan fiskal.

(4) Jika kewajiban menyampaikan SPPKB sebagaimana dudakada ayat (3)
tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenatleanbahan pembayaran
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokakkpaj

(5) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermoateind masa pajak, baik
perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesijij melaporkan dengan
menggunakan SPPKB.

Pasal 12

SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayae(hyat :
a. Nama dan alamat lengkap pemilik;
b. Jenis, merk, isi cylinder/tenaga kuda (HP), PKutapembuatan, warna, nhomor

rangka dan nomor mesin.
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam phsaat (1) ditetapkan
PKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain gipgysamakan.

(2) PKB terutang terhitung sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 14

(1) Jika PKB kurang bayar sebagai akibat pengisian &Pag salah, maka pajak
yang kurang bayar dibayar dengan tagihan susulagagdememberikan SKPDKB.

(2) Ketetapan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKPB&lagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenakan tambahan pembayaran seb@8% (seratus persen)
pajak yang kurang bayar berdasarkan SKPDKB.

Pasal 15

(1) Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahdamdaenerapan ketentuan
perpajakan yang terdapat dalam SKPD dapat dibetutkeh Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atasqgiernan wajib pajak.

(2) Tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud padalgyditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.
Pasal 16

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi KeadaBermotor, dengan
melengkapi bukti pelunasan PKB berupa Surat Ketenarfriskal.
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BAB IV
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 17

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahgperkilikan Kendaraan
Bermotor.

(1)
(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 18
Objek Pajak BBNKB, adalah penyerahan kepemilikandéeaan Bermotor.

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adaakdaraan bermotor
yang beroda beserta gandengannya yang dioperadig@amua jenis jalan darat
dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di aigatemikuran isi kotor GT 5
(lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuls&fonnage).

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotoagaimana dimaksud dalam

ayat (2) adalah:

a. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan urkegerluan
pertahanan dan keamanan negara,

b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuakadutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik ldmbaga-lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas pembebaagk dari Pemerintah;

c. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan
d. Kereta api.

Penguasaan Kendaraan Bermotor yang lebih dari a2 (etlas) bulan dapat
dianggap sebagai penyerahan.

Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimpksiad ayat (4) tidak
termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karenajpsrjaewa beli.

Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bernsetoagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Berrdatoduar negeri untuk
dipakai secara tetap di Daerah, kecuali :

a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang begkutan;
b. untuk diperdagangkan;
c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Irekia; dan/atau

d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, daaken olah raga bertaraf
Internasional.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (@) dtidak berlaku apabila
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikekagar kembali dari wilayah
pabean Indonesia.



1)

(2)

3)

(1)
(2)

1)

(@)

(1)

(2)

(1)

(@)
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Pasal 19

Subjek Pajak BBNKB adalah Orang pribadi atau Bagiamg dapat menerima
penyerahan Kendaraan Bermotor.

Wajib Pajak BBNKB adalah Orang pribadi atau Badasngy menerima
penyerahan Kendaraan Bermotor.

Wajib Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayabéPtanggungjawab

atas pembayaran pajak adalah :

a. untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bgks#an, kuasanya atau
ahli warisnya;

b. untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan BBNKB

Pasal 20
Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.

Penghitungan dasar pengenaan BBNKB sebagaimansilichgpada ayat (1)
dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan olehtéti Dalam Negeri setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 21

Tarif Pajak BBNKB ditetapkan masing-masing sebdgaikut :
a. penyerahan pertama sebesar 15 % (lima belas pe@eNJIKB; dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (sse0)psari NJKB.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat beratadairalat besar yang tidak

menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan ngasiasing sebagai berikut :

a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh pma persen) dari
NJKB; dan

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%o(nalnol tujuh puluh
lima persen) dari NJKB.

Pasal 22
Besaran Pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitungga@ cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayadgd)ayat (2) dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Pembayaran Pajak BBNKB, dilakukan pada saat peardatt

Bagian Ketiga
Masa Pajak, Surat Pemberitahuan, Ketetapan darPSgt Terutang

Pasal 23
Masa pajak BBNKB adalah jangka waktu yang lamanyalamsejak saat
menerima penyerahan sampai dengan penyerahan kelabah hak milik.
Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan penyerahandéraan Bermotor dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari segsat penyerahan dengan
menggunakan SPTPD/SPPKB.
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(3) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan KendaBemmotor wajib
melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinaandahngka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.

Pasal 24
(1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam P3asditetapkan Pajak
BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lairgydipersamakan.
(2) Pajak terutang terhitung sejak diterbitkannya SKPD.

(3) Setiap Wajib Pajak yang terlambat mendaftarkan &exah bermotor dikenakan
sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh limsepg.

Pasal 25
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubdbamuk dan/atau
penggantian mesin wajib melaporkan dengan mendtstKB dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak peh#ra bentuk dan/atau
penggantian mesin selesai dilaksanakan.

(2) Perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin semagaidimaksud pada
ayat (1) akan diperhitungkan besaran Pajak BBNKB.

BAB V
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 26
Dengan nama PBBKB dipungut pajak atas pembelianarbabakar kendaraan

bermotor yang disediakan atau dianggap digunakark leendaraan bermotor.

Pasal 27
Objek PBBKB adalah bahan bakar yang disediakan @itggap digunakan untuk
kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yangakguaruntuk kendaraan di air.

Pasal 28

(1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen Bahan Bakar &aath Bermotor dan
kendaraan di air.

(2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badamgymenggunakan Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Air.

(3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia Bahan Biikadaraan Bermotor
sebagai Wajib Punguit.

(4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaidimana&sud pada ayat (3)
adalah produsen dan /atau importir Bahan Bakar &eath Bermotor, baik untuk
dijual maupun untuk digunakan sendiri.

(5) Wajib Pungut wajib melaporkan harga jual Bahan Baaiap saat bila terjadi
perubahan harga.
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Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 29
Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual Bahan B#emwdaraan Bermotor
sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 30
(1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh pgrsen

(2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukanrmPentah, maka tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikgarml¢srif yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

Pasal 31

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengama enengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) desteygar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Pajak Terutang

Pasal 32

Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sam@aste 1 (satu) bulan
kalender.

Pasal 33

PBBKB terutang pada saat penyedia Bahan Bakar Kead&Bermotor menyerahkan
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga Ipenglan/atau konsumen
langsung bahan bakar.

Bagian Keempat
Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Surat P eshioirit

Pasal 34

(1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib siedgh menyampaikan
SPTPD setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepadasipaling lama tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya atas penjualan BBRNIdieampiri rekapitulasi.

(2) SPTPD sebagaimana dmaksud pada ayat (1) harusleligan jelas, benar dan
lengkap serta di tandatangani oleh penyedia bahlear lkendaraan bermotor dan
kendaraan di air sebagai wajib pungut atau kuasanya

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatvdaime penjualan
bahan bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, teukakoreksi atas data
laporan bulan sebelumnya disertai dengan data ganduainnya.

(4) Penyedia Bahan Bakar, wajib menyampaikan data BuBBBKB baru sesuai
penggolongan sektor industri, usaha pertambangskelpunan, kontraktor jalan,
transportasi dan perusahaan sejenisnya kepadaruipeelalui Kepala Dinas.
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Pasal 35

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 aysk@ang-kurangnya memuat :

a. Nama dan alamat penyedia bahan bakar/wajib pukendaraan bermotor dan
kendaraan di air;

b. Wilayah penjualan bahan bakar kendaraan bermotokeladaraan di air;

c. Jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yangatikan oleh penyedia bahan
bakar sebagai wajib pungut kepada SPBU/SPBN dyallalaerah;

d. Jumlah pajak terutang.

Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 36

(1) Penyedia Bahan Bakar wajib mencantumkan besararKBBfada Delivery
Order (DO).

(2) Penyedia bahan bakar wajib untuk memisahkan besBBBKB pada saat
pembayaran di Bank persepsi.

(3) Penyedia bahan bakar wajib untuk menyetor PBBKBgytatutang pada Kas
Daerah melalui Bank persepsi atau tempat lain g#ngjuk dengan menggunakan
SSPD atau yang dipersamakan.

(4) Gubernur wajib membuka rekening Kas Daerah.

BAB VI
PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 37

Dengan nama PAP, setiap pengambilan dan/atau paatanfair permukaan di daerah
dipungut pajak.

Pasal 38
(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatd&eAnukaan.

(2) Dikecualikan dari objek PAP adalah :
a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaark dgperluan dasar
rumah tangga, pengairan pertanian dan perikangatrak
b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan k ukieperluan
perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat dengamp tetamperhatikan
kelestarian lingkungan.

Pasal 39

(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yangtaaglakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang kunkdn pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
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Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 40

(1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air iexam.

(2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksuaid ayat (1) dinyatakan
dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangiebagian atau seluruh
faktor-faktor berikut :

h.

Q =~ 0 Q0 T ®

. jenis sumber air;
. lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
. kualitas air;

luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfa@tan

. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan gbeimgambilan dan/atau

pemanfaatan air; dan
nilai ekonomis air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaindanaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengesnroengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengena&mspbggaimana dimaksud dalam
Pasal 40.

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak DaerahaldatePajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 43

(1) Masa PAP adalah jangka waktu 1 (satu) bulan katende

(2) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaanbensgat musiman masa
pajak adalah jumlah bulan dalam satu musim.

Pasal 44

(1) Pajak Terutang terhitung sejak diterbitkan SKPD.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbjpkeding lama tanggal 10
pada bulan berikutnya.



(1)
(2)

3)

(1)

(@)

3)

(1)

(2)

®3)
(4)

(1)
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BAB VII
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Penetapan dan Pemungutan

Pasal 45
Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapaer@utadalah :
a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Air Permukaan.

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Paj#lah Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor.

Pasal 46

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakanngagdn penetapan
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasalydb (2) dibayar
berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamaka

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimgkesda ayat (1), berupa
karcis dan nota perhitungan.

Tata cara penetapan Pajak diatur lebih lanjut d&amaturan Gubernur.

Pasal 47

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakanrefagdn dibayar sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilmydasarkan SPTPD,
SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmhsaan kepada Kepala
Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebeledkhirnya masa pajak.

Dokumen SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD.

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaiai PSP diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal 48

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saataiegnya pajak, Gubernur
dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal:
1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteralaganpajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dgdagka waktu
10 (sepuluh) hari dan setelah ditegur secara iertidlak disampaikan
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam sgratie
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, payakg terutang
dihitung secara jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yaegula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pafakterutang.
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besadayman jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kpajak.



(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

®3)

(1)
(@)

@)
(4)
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Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPB#fgaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikensdaksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungpdpk yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama(@4a puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDK&bagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksiradiratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekumgrgjak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tikekakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan psean.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagairdanaksud pada ayat
(1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administkaripa kenaikan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambatksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungpdpk yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama(@4a puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 49

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menemikTPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dihaya

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuranganbasaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupada dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STRRgsémana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengakss administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan unmtgkgavaktu paling lama 15
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

SKPD vyang tidak atau kurang dibayar setelah jatempb pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga selki¥afdua persen) sebulan
dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 50
PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk Masa PBfafdua belas) bulan.

PKB dan BBNKB harus dibayar pada saat pendaftatan paling lama pada
saat jatuh tempo pajak.

PBBKB harus dibayar pada saat penyerahan Baharr.Baka

Wajib Pungut wajib membayarkan PBBKB, setiap tah@%a(dua puluh lima)
bulan berikutnya.

PAP harus dibayar paling lama 15 (lima belas) $&gak diterbitkan SKPD.

Tata cara pembayaran dan penagihan diatur dengatuR& Gubernur.



(1)

(2)
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Pasal 51

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKSTPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan KeberatanPdiusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak padatwaka dapat ditagih dengan
Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakatashekan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan
Pasal 52

Pajak Daerah dipungut di wilayah Provinsi sesusidteangannya.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

1)

)

3)

1)

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding

Pasal 53

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Guiberelalui Kepala Dinas
Pendapatan atas penerbitan SKPD atau STPD.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) drajs&cara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasanjglasgdalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, &a&D yang diterima Wajib
Pajak kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkanviejangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak tetedmbayar paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaidimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) tidak dianggap sebagai kabkaratan sehingga tidak
dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikam @lébernur atau pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatalalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 54

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangkktwpaling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diteriraeus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjukkatasratan dapat berupa menerima
seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah bagajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @yatelah lewat dan
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak membaerilsuatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikahulka

Pasal 55

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandingahkepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan y&stgpdian oleh Gubernur
atau pejabat yang ditunjuk
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1kalagecara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dafegkaj waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan slarat Keputusan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajitbeembayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal peaerBiitusan Banding.

Pasal 56

Jika pengajuan keberatan atau permohonan bandkadpudkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembaliki@mgan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulaunk jarigka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayatu) @httung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikedou sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebed3¥r @ma puluh persen) dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan digu@dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan bandiagksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) setmga dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkgbagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebeB8%cl(seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurdeggan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan KetetapaReti@hapusan atau
Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 57

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatar@yaernur atau Pejabat
yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD dan STPD algm penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitdag/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan pargachdangan perpajakan
daerah.

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminisegagia kenaikan dan
bunga pajak yang terutang menurut peraturan pengadadangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut diaka® kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya,

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD dan STPD;

c. membatalkan ketetapan Pajak yang dilaksanakan ditatbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

d. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkamimipangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tert®bjek Pajak.
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(3) Tata Cara pembatalan atau pengurangan Ketetapak d&) pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dichgdeia ayat (2) diatur
dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Keringanan dan Insentif Pajak

Pasal 58
(1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebden insentif Pajak.

(2) Tata cara pemberian keringanan, pembebasan igsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Guber

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 59

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dayesigajukan permohonan
pengembalian kepada Gubernur atau Pejabat yanguditu

(2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada(B diajukan
secara tertulis dalam Indonesia sekurang-kurandeggan menyebutkan:
a. Nama dan alamat Wajib Pungut;
b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangketwpaling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan peng@anbiatlebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus engau keputusan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksu@ pgdt (3) dilampaui
dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak mabgasuatu keputusan,
maka permohonan pengembalian pembayaran pajakgdipndikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan.

(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak kelebilpambayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipegkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajakkallan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikanalanb bunga 2% (dua
perseratus) sebulan dari kelebihan tersebut.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 60

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaisav setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saattangnya pajak kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bgdpajak daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksladgyat (1) tertangguh
apabila :
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a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksai; at
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baigskang maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakbagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dipitsejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagairnmaksdd pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya atehgn masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepadeerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaintaaisdd pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohomdretatan oleh Wajib Pajak.
Pasal 61

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kardrak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutajads Pang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudalukedsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Guber

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 62

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang realekan pemungutan
pajak daerah dapat diberikan insentif.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayalitetapkan melalui
APBD.

(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksuth @yat (2) diatur
dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman padauf@araPerundang-
undangan.

BAB XI
BAGI HASIL PAJAK
Pasal 63

(1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepadamefatah
Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh perseelpsedipotong insentif.

(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dskeagsar 40 % (empat
puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebegar(66am puluh persen)
berdasarkan potensi.

Pasal 64

(1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerittabupaten/Kota
sebesar 70 % (tujuh puluh persen) setelah dipotwantif.
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(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) idsddazesar 50 % (lima puluh
persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50 n% guluh persen)
berdasarkan potensi.

Pasal 65

(1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintdugéten/Kota sebesar
50% (lima puluh persen) setelah dipotong insentif.

(2) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yangdaehanya pada 1 (satu)
wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimdksiserahkan pada
Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 Y%pé&tefauluh persen).

(3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) idsddazesar 50 % (lima puluh
persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50 n% guluh persen)
berdasarkan potensi.

BAB Xl
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 66

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada péiakyang tidak berhak,
segala sesuatu yang diketahui atau yang diberigahlskpadanya oleh Wajib
Pungut dalam rangka jabatan atau pekerjaannya uméufalankan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali @esalpi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bgughkuerhadap ahli-ahli
yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalamaksanaan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah, kecualiaetscsi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan.

(3) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang menzioe tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dagetée@aga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangamberikan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pungut kepadalpy@eng ditunjuknya.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dakerkaRa Pidana atau Perdata
atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acaan®&idan Hukum Acara
Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis umhéminta kepada Pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenagsebhljaimana dimaksud pada
ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Purygimg ada padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada aydta(lis menyebutkan
nama terdakwa atau nama tergugat, keterangarekgtam yang diminta serta
kaitan antara Perkara Pidana atau Perdata yanganigigan dengan
keterangan yang diminta tesebut.

BAB XiIli
PENYIDIKAN

Pasal 67

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkund@emerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukaypigikan tindak pidana di
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bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksuwh déda@ang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adasgbat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ydrangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pegsnddangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyadélah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menedterkngan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajBk&nah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dasjel

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteramgangenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukarbsegan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari oranpagi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakarah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain bed® dengan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baktépembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan tephiaalaan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pataen tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoramgngygalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungh@aeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tpidaka perpajakan Daerah;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dgeriksa sebagai
tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk ketaao penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan keteme@turan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1nbegtahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyaadlepPenuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik dnésia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HukumigABalana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menydmapePTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapatad#g dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidandalpaling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dihaya

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampa8@hPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapaladgidengan pidana
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penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana dpalitag banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibaya

(3) Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidakntlitusetelah melampaui

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangrgjak atau berakhirnya masa
pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak ataukbienga tahun pajak yang
bersangkutan.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan2yaiefupakan penerimaan

negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajakmyasth terutang berdasarkan :

a.

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat N@mbahun 2001 tentang
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas éhagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggard Raraor 3 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propirssi Nenggara Barat Nomor 3
Tahun 2001,

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nénmiahun 2001 tentang Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan DiAiasebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tendgat Nomor 4 Tahun
2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah $trdyiisa Tenggara Barat
Nomor 4 Tahun 2001,

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat N@mbahun 2001 tentang
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah TaaralAid Permukaan ;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nerahun 2007 tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (limaynaerhitung sejak saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat N@mbahun 2001 tentang
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas l&mbaran Daerah Tahun
2001 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengatuPerdaerah Propinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang PerubAtesh Peraturan Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 200fangnPajak Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Da@&edtun 2003 Nomor 3);

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nénmiahun 2001 tentang Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan DiAtagLembaran Daerah

Tahun 2001 Nomor 56) sebagaimana telah diubah defgaaturan Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2003angnPerubahan atas
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Ndrmahun 2001 tentang Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan DiAtagLembaran Daerah

Tahun 2003 Nomor 4);
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c. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat N@mbahun 2001 tentang
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tarsath Alr Permukaan
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 58);

d. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat N®rmahun 2007 tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran DaeralmT2007 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Ketentuan mengenai Pajak untuk kendaraan ambuémagam kebakaran, lembaga
sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan PenmaériDberah, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku padag@iyJanuari 2011.

Pasal 72

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam #agat (5), Pasal 40 ayat (3),
Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 50(&yaPasal 57 ayat (3), Pasal 58
ayat (2) darPasal 61 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satwn sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.

Pasal 73
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyselamngan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah PrbltisaiTenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Februari 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN2011 NOMOR 34
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH

. UMUM

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraaonashi daerah, Pemerintah Daerah
seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dpEnpajakan. Berkaitan dengan pemberian
kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-UndangrNg#tnTahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tgnRerimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlkese@amangan perpajakan dan retribusi tersebut
dilakukan dengan memperluas basis pajak daeramdarberikan kewenangan kepada daerah dalam
penetapan tarif.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesugadeprinsip pajak yang baik. Pajak tidak
menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghtamohilitas penduduk, lalu lintas barang dan
jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Bakas pertimbangan tersebut perluasan basis
pajak daerah dilakukan dengan memperluas basik pajgg sudah ada, mendaerahkan pajak pusat
dan menambabh jenis pajak baru.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 T&0@9 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, kemampuan Daerah untuk membielautuhan pengeluarannya semakin besar
dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembandwarana Daerah dapat dengan mudah
menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanyaksan basis pajak daerah dan diskresi
dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tiddderikannya kewenangan kepada Daerah untuk
menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepaséigi masyarakat dan dunia usaha yang pada
gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadarasyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Peraturan DaerghnBrdNusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun
2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan KendaliaAtas Air, Peraturan Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Ba& Ralma Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air, Peraturan Daerah Propinsi Nusa TenggaratBNomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, dan Peraturan DaerahnBrdjusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2001
tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air B&wahh dan Air Permukaan, perlu dilakukan
penyesuaian.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas
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ayat (2)
Terhadap objek pajak yang tidak dilaporkan kep@daernur, maka petugas pajak
berkewajiban melaksanakan pendataan.

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas.

Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)
Badan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ad@ahasuk Instansi/Lembaga
Pemerintah dan TNI/Polri.

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
Dalam hal wajib pajak perorangan atau Badan nmeaepenyerahan kendaraan
bermotor yang jumlah pajak baik sebagian maupwmrgehya belum dilunasi, maka
pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawedrasdanggung renteng atas
pelunasan pajak tersebut.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
huruf a
cukup jelas
huruf b
- Bobot koefisien sama dengan 1 berarti kerusakaan jatlan/atau
pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraanotwer tersebut
masih dalam batas toleransi.
- Koefisien lebih dari satu berarti kendaraan bermaéosebut dianggap
melewati batas toleransi.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)

Cukup jelas
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Ayat (10)
Cukup jelas
Pasal 7
huruf a
cukup jelas
huruf b
cukup jelas
huruf c
Kendaraan Instansi/Lembaga Pemerintah dan TNi/Padalah kendaraan yang
dipergunakan bukan untuk pertahanan dan keamaganane
huruf d
Kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat BesarikniINI/Polri selama peruntukannya
untuk Pertahanan dan Keamanan Negara tidak dikeriikB.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (force magjeadalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Rajakalnya Kendaraan Bermotor
tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
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Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
huruf a
cukup jelas
huruf b
cukup jelas
huruf c
Berdasarkan perhitungan jumlah potensi objekkpkgndaraan bermotor di
air di Nusa Tenggara Barat yang populasinya sahkgatl, yang hasil
pemungutannya tidak sebanding dengan biaya opeedsiang dibutuhkan.
huruf d
cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
huruf a
Kendaraan yang telah terdaftar di luar negemadukkan dan dibawa ke
Indonesia untuk dipakai sendiri oleh pemiliknyaakdermasuk objek BBNKB.
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 19
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)

- Dalam hal wajib pajak perorangan atau badan nmaaepenyerahan kendaraan
bermotor yang jumlah pajaknya sebagian maupunwelya belum dilunasi, untuk
itu pihak yang menerima penyerahan, bertanggungjaeeara tanggung renteng atas
pelunasan pajak tersebut.

- Termasuk penyerahan sebagai akibat dump TNI/Balrilelang kendaraan bermotor
yang dikuasai negara, rubah bentuk dan penggamesim.

ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
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ayat (2)

- Termasuk pengertian Kendaraan alat-alat berag) yalak berjalan dijalan umum
adalah kendaraan Bermotor yang digunakan disemus j@an darat dikawasan
Bandara Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutananankert Pertambangan,
Industri, Perdagangan, sarana oleh raga dan rekess tidak serta merta berjalan
di jalan umum.

- Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor addékalat berat dan alat
besar antara lain forklift, bulldozer, traktor, vehéoader, log loader, skider, shovel,
motor grader, excavator, back how, vibrator, cortgacscraper atau yang
dipersamakan.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan diggitaari tanggal faktur/kwitansi
pembelian atau Surat Keterangan Waris serta taniggédh lelang.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Kendaraan di air adalah semua alat transportasiudgai, danau dan laut termasuk alat

transportasi berbendera asing untuk pelayaran sanciath membeli BBM di perairan wilayah

Indonesia.
Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermatakukan oleh produsen
dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahkar yang disalurkan atau dijual
kepada:
a. Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun PemgiBiahan Bakar untuk Umum

(SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/RDIAgen Premium dan

Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealé8KP), Stasiun Pengisian

Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian B&takar Gas (SPBG), yang

akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumegslang);

b. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan lk&kalaraan bermotor:

- Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendikanmodusen dan/atau
importir atau nama lain sejenis wajib menanggurgjal® Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untukigeaan bermotornya.

- Produsen dan/atau importir atau nama lain sejedék t mengenakan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bbakar minyak untuk
usaha industri.

- Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotidakukan
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antarpenyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baikk dijual kembali
kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsuaga yang wajib
mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotdahaganyedia yang
menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepeddaga penyalur
dan/atau konsumen langsung.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Penetapan Tarif dan Mekanisme penentuan bahaar bandaraan bermotor oleh
Pemerintah dilakukan untuk jangka waktu paling latiga) tahun, mengingat bahan
bakar kendaraan bermotor merupakan barang strategeg menyangkut hajad hidup
orang banyak.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Yang dimaksud dengan air permukaan adalah airasudgnau, rawa, situ, embung, ranu,
waduk, telaga, dan mata air.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas



Pasal 46

32

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

- Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengara aaembayar sendiri,
diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengamgmenakan SPTPD.

- Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menglgit memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang tegutddak memenuhi
kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbit&KPDKB dan/atau
SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 48

Cukup jelas

ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang penerbitan suedetépan pajak atas pajak yang
dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajakjullan kepada Wajib Pajak
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dplngisian SPTPD atau karena
ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh \W#&jajak.

ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pggang tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratiipa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlardbmyar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pagaigtidak atau terlambat dibayar.
Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejalt darutangnya pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB.

ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibarrppkannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan diket@nnya data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap yang berasal dari Ipasileriksaan sehingga pajak
yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Rhksnakan sanksi administratif

berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumiekurkngan pajak. Sanksi

administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib &aj melaporkannya sebelum

diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibanrppmkannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu bVB@jak tidak mengisi SPTPD

yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksirashnaitif berupa kenaikan pajak
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokokpagag terutang. Dalam kasus ini,
Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang s¢alaatan melalui penerbitan

SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikabesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungaiak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulkmpat) bulan. Sanksi

administratif berupa bunga dihitung sejak saattégignya pajak sampai dengan



33

diterbitkannya SKPDKB.
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kedaluwarsa penagihan tertangguh apabila ditexnitk
- Surat Teguran dan Surat Paksa
- Pengakuan hutang dari wajib pajak baik langsungtadak langsung.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
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Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
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